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ABSTRAK 

Mempertimbangkan Hak Warga Negara Indonesia melalui Lensa Politik Hukum 

Sertifikasi Halal Menjadi Subjek Penelitian Ini. Dengan pertumbuhan ekonomi 

Islam dan kebutuhan akan barang-barang yang mematuhi kriteria agama, 

sertifikasi halal telah muncul sebagai perhatian yang signifikan. Tulisan ini 

bertujuan untuk mengkaji kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dalam kerangka 

hukum positif dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat, khususnya akses 

konsumen Muslim terhadap barang-barang halal dan perlindungannya. Tesis ini 

mengkaji aturan dan regulasi sertifikasi halal dan bagaimana mereka 

mempengaruhi keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dengan 

menggunakan lensa normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sertifikasi halal memang meningkatkan keselamatan konsumen, tetapi masih ada 

kendala untuk menerapkan kebijakan ini, seperti kurangnya pengetahuan publik, 

infrastruktur yang tidak memadai, dan distribusi sertifikasi yang tidak merata. 

Itulah sebabnya pemerintah harus meningkatkan dan membuat aturan yang lebih 

menyeluruh dan efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat Muslim. 

Kata kunci: politik hukum, sertifikasi halal, hak warga negara, regulasi. 

ABSTRACT 

Considering the Rights of Indonesian Citizens via the Lens of the Legal Politics 

of Halal Certification is the Subject of This Research. With the growth of the 

Islamic economy and the need for items that adhere to religious criteria, halal 

certification has emerged as a significant concern. This paper aims to examine 

the halal certification policy in Indonesia within the framework of positive law 

and its effects on the rights of people, particularly Muslim consumers' access to 

halal goods and protection. This thesis examines the halal certification rules and 

regulations and how they affect economic and social justice for people using a 

normative-empirical lens. The study results demonstrate that halal certification 

does improve consumer safety, but there are still obstacles to implementing this 

policy, such as a lack of public knowledge, inadequate infrastructure, and an 

unequal distribution of certification. That is why the government should step up 

and make rules that are more thorough and effective to safeguard the rights of 

Muslim people. 

Keywords: political law, halal certification, civil rights, regulation. 
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